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PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI HUKUM 
PERUSAHAAN PADA BADAN USAHA BANK DALAM 
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
 Oleh :
 I Gusti Agung Eka Pertiwi1
ABSTRACT
Good Corporate Governance is the definitive system to regulate and control the company 
to create value-added to all stakeholders. The concept can be interpreted of Good 
Governance in Indonesia. There are two things that are emphasized in this concept. First, 
the importance of the right of shareholders to obtain information correctly (accurately) 
and timely. Second, the company’s obligation to make disclosure is accurate, timely and 
trasnparan to all information of corporate performance, ownership and stakeholder. This 
type of research is a kind of juridical empirical research. This study on the effectiveness of 
the law, namely Legal Information Systems Company On Enterprise Bank in Implementing 
Good Corporate Governance. This study is limited to the legal aspects of good corporate 
governance of banking, in particular systems company policy, in particular the company’s 
decision-making system,the implementation of the decision making proces accountable, 
fast, and accurate, which determines the performance of bank corporate governance. Good 
Corporate Governance provisions have not been able to support the banking corporate 
governance, as expected, especially in terms of decision-making performance. Becausethe 
unavailability of adequate Legal Information System whichcan be used as abasis to organize 
the decision-making process that is fast and accurate. Slowness and hesitation in making 
decisions on some banks are generally determined by the availability of Legal Information 
Systems Company which is a data bank on bank policies that have been established. 
Keywords: Banking, Good Corporate Governance, Legal Information Systems Company.
1 Mahasswa Program Magster Unverstas Udayana, 
Denpasar, Bal. Alamat, Jl. By Pass Ngurah Ra No. 
61 Kedonganan, Kuta, Badung, e-mal:  gekcha31@
gmal.com.
I.  PENDAHULUAN 
I.1.  Latar Belakang 
Serng berkembangnya perekono-
man d Indonesa melalu bsns perbankan, 
mendorong para pelaku bsns perbankan 
untuk menngkatkan daya sang usahanya 
melalu penerapan Good Corporate 
Governance (selanjutnya dsebut  GCG). 
GCG merupakan suatu prnsp tata  kelola 
perusahaan yang bak sebagamana tertuang 
dalam Peraturan Bank Indonesa (PBI) No. 
8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG 
bag bank umum yang d sebagamana 
dubah menjad PBI Nomor 8/14/PBI/2006. 
Pentngnya GCG bag bank dalam rangka 
sebaga penghmpun dana masyarakat 
yakn; dapat menngkatkan nla perusahaan, 
dapat menngkatkan daya sang perusahaan, 
membangun corporate image/ ctra postf, 
serta dalam jangka panjang dapat menjaga 
kelangsungan hdup perusahaan.
Bank sebaga lembaga penyalur 
keuangan pada masyarakat, bank juga 
sebaga meda perantara phak-phak yang 
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memlk kelebhan dana dengan phak- 
phak yang kekurangan/ yang membutuhkan 
dana.2 D Indonesa, Bank memlk ms 
dan fungs sebaga agen pembangunan, yatu 
sebaga lembaga yang bertujuan menunjang 
pelaksanaan pembanguanan nasonal 
dalam rangka menngkatkan pemerataan, 
pertumbuhan ekonom dan stabltas 
nasonal kearah penngkatan  kesejahteraan 
masyarakat.
Bank umum adalah bank yang 
melakukan kegatan perbankan secara 
konvensonal maupun syarah sebagamana 
penjelasan dalam  PBI.3  Dalam mempraktk-
kan kadah-kadah GCG, perusahaan-
prusahaan danjurkan membuat  suatu kode 
etk perusahaan yang pada dasarnya memuat 
nla-nla etka bsns.
Adanya rambu etka bsns bertujuan 
agar tercptanya praktk bsns yang beretka. 
Etka bsns merupakan seperangkat 
kesepakatan umum yang mengatur relas 
antar pelaku bsns dan antar pelaku bsns 
dengan masyarakat, agar hubungan tersebut 
berjalan dengan bak dan far.4 Etka bsns 
kemudan dtuangkan dalam bentuk tertuls, 
dan akhrnya melahrkan kebjakan yang 
berupa: undang-undang, keppres, peraturan 
pemerntah, dan sebaganya yang mengatur 
bagamana melakukan bsns yang benar dan 
sah secara hukum. GCGdalam perbankan, 
yatu mencptakan nla  tambah bag semua 
phak yang berkepentngan  (stakeholders) 
sebaga bentuk pelaksanaan dalam 
mewujudkan perbankan yang sehat.5
Berasarkan Surat Edaran Meneg. 
PM dan P.BUMN No. S. 106/M.PM 
P.BUMN/ 2000, tanggal 17 Aprl 2000 
tentang kebjakan penerapan Corporate 
Governance (selanjutnya dsebut CG), CG 
dartkan sebaga suatu hal yang berkatan 
dengan pengamblan keputusan yang efektf 
yang bersumber dar budaya perusahaan, 
etka, nla, sstem, proses bsns, kebjakan, 
struktur organsas perusahaan yang 
bertujuan  untuk mendorong dan mendukung 
pengembangan perusahaaan, pengelolaan 
sumber daya dan resiko secara lebih efisien 
dan efektf, pertanggung jawaban perusahaan 
kepada pemegang saham dan stakeholders 
lannya. PBI menekankan dua aspek pentng 
dar GCG, yatu: (a) aspek legal; dan (b) 
aspek perlaku perusahaan. Kendatpun telah 
dtetapkan pada permualaan tahun 2000 dan 
kemudan secara khusus datur dalam PBI 
sejak tahun 2006, namun azas-azas GCG 
belum dapat dlaksanakan sebagamana 
mestnya. Ketentuan GCG belum dapat 
mendukung tata kelola perusahaan perbankan 
sebagamana dharapkan, terutama dalam hal 
knerja pengamblan keputusan. Sebab umum 
kelemahan tu adalah belum  tersedanya 
sstem nformas hukum (selanjutnya dsebut 
SIH) yang memada yang dapat dpergunakan 
sebaga dasar untuk menyelenggarakan 
proses pengamblan keputusan yang cepat 
dan akurat. Kelambatan dan keraguan dalam 
pengamblan keputusan pada beberapa 
bank umumnya sangat dtentukan oleh 
2 Nen Sr Imanyant, 2010, Pengantar Hukum 
Perbankan Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 
hlm.13.
3 Redo Harna Hutama, 2013,Good Corporate 
Governance Sebagai Salah Satu Faktor Penilaian 
Tingkat Kesehatan Bank Umum, Private Law: Vol. 03 
Nov. 2013 – Maret 2014. No. 23., Surakarta.
4 Hendrk Bud Untung, 2008, Corporate Social 
Responsibility, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.23.
5 Prambodo,R. dan E.Supryatno, 2007, Penerapan 
Good Corporate Governance Sebagai Landasan 
Kinerja Perbankan, Usahawan, Jakarta, hlm.30.
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ketersedaan sstem nformas hukum 
perusahaan (selanjutnya dsebut SIH-P) 
yang merupakan bank data tentang berbaga 
kebjakan bank yang telah dtetapkan. Data 
tentang kebjakan tu mencakup data tentang 
ragam kebjakan yang telah dtetapkan oleh 
organ-organ perusahaan, mater kebjakan, 
dan dasar kebjakan yang telah dgunakan 
sebaga pjakan hukum dalam penetapan 
suatu kebjakan.6
I.2.  Rumusan Masalah
1.  Apakah seluruh Bank d Bal telah 
memlk Sstem Informas Hukum 
Perusahaan dalam rangka pelaksanaan 
azas akuntabltas sebaga salah satu 
azas Good Corporate Governance 
(GCG)?
2.  Bagamanakah model sstem nformas 
hukum perusahaan yang dgunakan 
oleh Bank dalam mewujudkan azas 
akuntabltas sebaga salah satu azas 
Good Corporate Governance (GCG)?
I.3.  Tujuan Penelitian
Adapun yang menjad tujuan dar 
peneltan n adalah sebaga berkut :
I.3.1. Tujuan Umum
Peneltan n secara umum bertujuan 
untuk mengembangkan Ilmu Hukum terkat 
dengan paradgma science as a process 
(lmu sebaga proses), dengan paradgma n 
ilmu tidak akan pernah mandek (final) dalam 
penggalannya atas kebenaran d bdang 
obyeknya masng-masng.7
I.3.2. Tujuan Khusus
Sedangkan yang menjad tujuan khusus 
dar peneltan n adalah sebaga berkut:
a. Mengkonstrukskan nformas tentang 
Bank d Bal yang telah memlk 
Sstem Informas Hukum Perusahaan 
dalam rangka pelaksanaan asas 
akuntabltas sebaga salah satu azas 
GCG dan korelas nformas tu dengan 
penyelenggaraan proses kebjakan 
yang cepat dan akurat pada bank.
b. Mengkonstrukskan model sstem 
nformas hukum perusahaan yang 
dgunakan oleh Bank dalam rangka 
mewujudkan azas akuntabltas sebaga 
salah satu azas GCG dan korelas 
model tu dengan proses pengamblan 
kebjakan perusahaan yang cepat dan 
akurat dalam rangka tata kelola bank 
yang akuntabel dan berdaya sang 
tngg.
I.4.  Metode Penelitian
Karya lmah n menggunakan 
metode peneltan yurds emprs. 
Peneltan yurds emprs terdr dar 4 
komponen, yatu: (1) peneltan terhadap 
identifikasi hukum (hukum tidak tertulis); 
(2) penelitian terhadap efektifitas hukum; 
(3) peneltan perbandngan hukum; dan 
(4) peneltan sejarah hukum.8 Dalam hal 
n, peneltan yang dpergunakan adalah 
penelitian mengenai efektifitas hukum, yaitu 
Penyelenggaraan Sstem Informas Hukum 
Perusahaan Pada Badan Usaha Bank Dalam 
Pelaksanaan Good Corporate Governance.6 Leo J. Suslo dan Karlen Smarmata, 2007, Good 
Corporate Governance Pada Bank, Hkayat Duna, 
Jakarta, hlm.4.
7 Program Stud Magster (S2) Ilmu Hukum Program 
Pasca Sarjana Unverstas Udayana, 2013, Pedoman 
Penulisan Usulan Penelitian Tesis dan Penulisan Tesis 
Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Denpasar, 
hlm.43.
8 H. Zanuddn Al M.A., 2010, Metode Penelitian 
Hukum, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm.30-45.
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Adapun sumber data yang dgunakan 
untuk mendukung penulsan karya lmah n 
ddapat dar dua sumber, yatu :
1. Sumber Data Prmer 
Data prmer merupakan data yang 
dperoleh langsung dar sumber pertama.9 
Dalam hal n data prmer yang akan dgunakan 
adalah dengan melakukan peneltan lapangan 
guna mencar data yang akurat. Peneltan n 
dlakukan dengan mewawancara Pmpnan 
Bank untuk mengetahu apakah pada bank 
tersebut telah memlk Sstem Informas 
Hukum Perusahaan atau belum memlk 
dalam rangka pelaksanaan azas akuntabltas 
sebaga salah satu azas GCG yatu bank 
mlk daerah (BPD Bal kantor Pusat 
Denpasar), bank BUMN (BNI 46 kantor 
cabang Gatot Subroto Barat Denpasar), dan 
bank perkredtan rakyat (BPR Kertawan 
kantor pusat Ganyar) yang berkedudukan 
d provns Bal yakn Kota Madya Denpasar 
dan Kabupaten Ganyar dmana kantor 
pusat bank-bank tersebut berada d wlayah 
kota Denpasar dan Ganyar yang dmana 
memlk tngkat mobltas perekonoman 
dan perbankan yang sangat tngg. 
2. Sumber Data Sekunder 
Data sekunder yang dgunakan adalah 
dengan melakukan peneltan kepustakaan, 
yatu dengan cara mengkaj kembal 
peraturan yang sudah ada, bak dalam bahan 
bacaan hukum ataupun dalam dokumen-
dokumen yang memlk keterkatan dengan 
mater dalam peneltan n serta untuk 
menyempurnakan data lapangan.
II.  Hasil dan Pembahasan 
2.1. Penyelenggaraan Sistem Informasi 
Hukum Perusahaan Bank Pada 
Bank Di Bali 
Kesadaran hukum adalah tngkat 
pengetahuan dan pemahaman hukum 
seseorang dalam konteks kehdupan sosal 
d mana seseorang hdup dan berperlaku 
dantara mausa lannya. Kesadaran hukum 
menunjuk pada apa yang dlakukan orang, 
sesua atau tdak sesua dengan hukum yang 
dketahunya, yang a lakukan berdasarkan 
kesadaran akan kebutuhan mereka terhadap 
kehdupan sosal yang terpola, tertb, stabl, 
dan sesua dengan tujuan keberadaan 
masyarakat tu. Menurut Susan Selby: 
 ...legal consciousness is used to name 
analytically the understandings and 
meanings of law circulating in social 
relations. Legal consciousness refers 
to what people do as well as say 
about law. It is understood to be part 
of a reciprocal process in which the 
meanings given by individuals to their 
world become patterned stabilized, 
and objectified.10
Kesadaran hukum menurut Soerjono 
Soekanto yakn kesadaran hukum 
sebenarnya merupakan kesadaran atau nla -
nla yang terdapat d dalam dr manusa 
tentang hukum yang dharapkan ada. Yang 
dtekankan dsn adalah nla-nla tentang 
fungs hukum.11
9 Ibid, hlm.30.
10 Susan Selby, Legal Conciousness, New Oxford 
Companion to Law, Oxford Unversty Press. 2008.
hlm.1.http://web.mt.edu/ss/bey/www/pdf/Legal_
consccousness, dakses tanggal 22 Me 2015.
11 Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum Dan 
Kepatuhan Hukum (Edisi Pertama), CV. Rajawal, 
Jakarta, hlm.152.
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Sudkno Mertokusumo mem-
lk pendapat tentang kesadaran 
hukum yang menyatakan bahwa kesadaran 
hukum berart kesadaran tentang apa 
yang seharusnya kta lakukan atau perbuat 
atau yang seharusnya tdak kta lakukan 
atau perbuat terutama terhadap orang 
lan. In berart kesadaran akan kewajban 
hukum kta masng-masng terhadap orang 
lan.12 Dengan demkan kesadaran hukum 
adalah pengetahuan hukum yang dmlk 
oleh seseorang dan kemampuan orang tu 
menggunakan pengetahuan yang dmlknya 
yang terwujud dalam bentuk perlaku taat 
atau perlaku yang bersesuaan dengan 
hukum sebaga pengetahuan yang dmlk 
orang tu. Dalam konteks perusahaan, 
kesadaran hukum organ perusahaan adalah 
pengetahuan hukum organ perusahaan dan 
kemampuan organ tersebut berperlaku 
sesua dengan pengetahuan hukum yang 
dmlknya, bak dalam bentuk ketaatan 
maupun kesesuaan perlaku organ tu 
dengan pengetahuan yang dmlknya. 
Dengan demkan, kesadaran hukum organ 
perusahaan terhadap hakekat dan urgens 
sstem nformas hukum perusahaan dalam 
penyelenggaraan perusahaan perbankan 
berdasarkan prnsp GCG adalah pengetahuan 
hukum organ perusahaan tentang poss dan 
fungs sstem nformas hukum perusahaan 
dan kesesuaan perlaku organ perusahaan 
dengan sstem nformas hukum yang 
dketahunya, mencakup: upaya-upaya 
pengadaannya, pengelolaannya, pengguna-
annya, pemelharaan dan pengembangannya 
dalam proses pengamblan keputusan atau 
tndakan perusahaan perbankan. Ukuran 
kesadaran hukum berdasarkan konsep 
tersebut adalah: (a) tngkat pengetahuan; 
dan (2) kemampuan organ perusahaan 
menggunakan pengetahuan hukumnya 
dalam menyelenggarakan perusahaan. dalam 
konteks sstem nformas hukum adalah: 
(1) pengetahuan tentang poss dan fungs 
sstem nformas hukum perusahaan; dan (2) 
kegatan pengadaan dan penggunaan sstem 
nformas hukum dalam penyelenggaraan 
proses kebjakan perusahaan. 
Ketentuan pelaksanaan GCG pada 
perusahaan perbankan yang datur secara 
umum dalam UUP, mencakup: Governace 
Structure, Governace Process, maupun 
Governace Outcome. Pengaturan tu tdak 
terbatas pada kewajban kepemlkan, Dewan 
Komsars, Dreks, dan prnsp kehat-
hatan yang harus danut oleh perbankan.13 
Penerapan prnsp-prnsp GCG tdak 
terlepas dar ketaatan pengelolaan usaha 
terhadap sstem manajemen secara benar dan 
ketaatan terhadap seluruh atauran hukum 
yang berlaku, bak terhadap aturan hukum 
yang berupa peraturan perundang-undangan, 
kebjaksanaan pemerntah, nstrumen hukum 
Bank Indonesa, serta aturan hukum nternal 
perbankan.14
 Dalam hal kesadaran hukum organ 
perusahaan terhadap hakekat dan urgens 
SIH-P dalam penyelenggaraan perusahaan 
12 Sudkno Mertokusumo, 1981, Meningkatkan 
Kesadaran Hukum Masyarakat, Cetakan Pertama, 
Edisi pertama, Lberty, Yogyakarta, hlm.3.
13 Mas Achmad Danr, 2014, Lead By GCG, Gagas 
Bsns, Jakarta, hlm.139.
14 Raffles, Penerapan Good Corporate Governance 
Dalam Kaitannya Dengan Tata Kelola dan 
Pengembangan Kelembagaan Perbankan, e-
jurnal: http://onlne_journal.unja.ac.d/ndex.
php/jh/artcle/download/67/56, Dakses, 3 maret 
2015.
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perbankan berdasarkan prnsp GCG sangat 
pentng untuk dperhatkan karena dengan 
adanya SIH-P pada perusahaan perbankan 
dharapkan dapat membantu knerja dalam 
pengamblan keputusan agar cepat, tepat, 
akuntabel. 
I Ketut Rasnu, SE, Kepala Dvs 
Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah 
Bal (BPD Bal)15 berpendapat bahwa 
SIH-P merupakan komponen GCG yang 
sangat pentng dalam penyelenggaraan 
perusahaan perbankan. SIH-P merupakan 
komponen proses kebjakan yang bekatan 
dengan salah satu prnsp GCG yatu prnsp 
pertanggungjawaban perusahaan dmana 
segala bentuk tndakan organ perusahaan harus 
memenuh ketentuan peraturan perundang-
undangan serta melaksanakan tanggung 
jawab terhadap masyarakat dan lngkungan 
sesua dengan ketentuan tersebut sehngga 
penyelenggaraan usaha perusahaan 
dapat terpelhara kesnambungan dalam 
jangka panjang. Pendapat yang sama 
juga dsampakan oleh Putu Sukan, yang 
merupakan Staff SPI PT. Bank Perkredtan 
Rakyat Kertawan (BPR Kertawan)16 yang 
berpendapat bahwa keberadaan SIH-P 
sangat berkatan dan berpengaruh terhadap 
proses pengamblan keputusan dalam 
menjalankan perusahaan dan lebh jauh 
merupakan komponen yang menentukan 
knerja perusahaan perbankan. A.A Ayu 
Ls Mardan yang merupakan Manager 
Complance Bank BNI 46 cabang Gatot 
Subroto Barat Denpasar17 berpendapat bahwa 
kesadaran hukum organ perusahaan dalam 
penyelenggaraan perusahaan perbankan 
berdasarkan prnsp GCG sangat berkatan 
dengan dmlknya SIH-P yang berpengaruh 
dalam knerja pengamblan keputusan. 
Hasl wawancara tersebut menunjukkan 
bahwa organ perusahaan perbankan pada 
ketga bank tu telah memlk pengetahuan 
hukum tentang poss dan fungs SIH-P 
dalam sstem kebjakan perbankan. Namun 
demkan, pengujan lebh lanjut terhadap 
ndkator kedua kesadaran hukum, yatu 
perbuatan pengadaan dan penggunaan SIH-
P dalam sstem kebjakan perbankan pada 
masng-masng bank tu perlu dtelt lebh 
lanjut.
Masalah akuntabltas sudah 
merupakan kebutuhan mendesak dan tdak 
bsa dtawar lag. Pada saat n, masyarakat 
memerlukan adanya keterbukaan nformas 
terutama bag perusahaan yang sudah go 
public. Para pemegang saham dan stakeholder 
lannya memlk hak untuk mendapatkan 
nformas yang relevan secara tepat waktu, 
akurat, sembang, dan berkesnambungan.18
Dengan keberadaan SIH-P pada 
perusahaan perbankan dharapkan dapat 
membantu proses pengamblan keputusan 
yang cepat, akurat, dan vald yang bertujuan 
untuk menngkatkan coporate value dalam 
rangka penerapan salah satu prnsp GCG yakn 
prnsp akuntabltas. Bank BPD Bal belum 
memlk SIH-P. SIH-P pada perusahaan n 
mash dalam proses penyusunan. PT Bank 
BPD Bal telah melakukan berbaga kajan 
dalam rangka pengadaan sstem nformas 
demkan tu. Bank BPD Bal menyadar 
bahwa sstem nformas n sangat dperlukan 
15 Wawancara 3 Februar 2015.
16 Ibid
17 Wawancara 10 Maret 2015
18 Muh. Aref Effend, 2009, The Power of Good 
Corporate Governace, Teori dan Implementasi, 
Salemba Empat, Jakarta, hlm. 103.
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untuk pengamblan keputusan yang lebh 
cepat, akurat, dan vald, sehngga berbaga 
pemborosan dar seg baya dan waktu dapat 
dtekan atau dkurang. Pengurangan baya 
atau waktu yang tdak dperlukan tu dentk 
dengan efisiensi yang sangat berpengaruh 
terhadap knerja (performance) perusahaan. 
Performance perusahaan merupakan 
komponen yang mempengaruh derajat 
akuntabltas perusahaan. 
BPR Kertawan berpendapat berbeda. 
BPR n berpendapat bahwa mereka 
belum memerlukan SIH-P dalam rangka 
pengamblan keputusan. Alasan yang 
dsampakan berkenaan dengan hal tu 
adalah bahwa SIH-P tdak dpersyaratkan 
secara ketentuan hukum. GCG perbankan 
secara normatf hanya mempersyaratkan 
akuntabltas dan tdak menjelaskan atau 
mempersyaratkan lebh lanjut SIH-P sebaga 
komponen pentng yang menentukan 
akuntabltas. Alasan lannya adalah BPR 
memlk skup kerja yang lebh sempt 
dbandng bank umum yang lebh besar, 
sehngga keputusan perusahaan cukup 
dambl berdasarkan sstem nformas hukum 
manual sebagamana yang sudah dgunakan 
selama n. 
Pandangan berbeda dar kedua bank 
tu menunjukkan bahwa pengadaan atau 
keberadaan SIH-P tdak ddasarkan pada 
kebutuhan hukum, melankan pada kebutuhan 
prakts perusahaan dalam pengamblan 
keputusan. Kebutuhan demkan tu 
dpengaruh oleh skup kerja dar bank yang 
bersangkutan. Bank- bank besar dengan skup 
kerja yang lebh besar dan luas cenderung 
memerlukan SIH-P dalam pengamblan 
keputusan untuk menjamn terselenggaranya 
prnsp akuntabltas perusahaan. Sedangkan 
bank yang skup kerjanya kecl tdak terlalu 
memerlukan SIH-P dalam performa yang 
khusus, melankan cukup menggunakan 
SIH-P manual.
 Pertmbangan bank-bank kecl tu 
tdak dapat dpertahankan karena masalah 
akuntabltas bukan hanya masalah 
perusahaan bank tu sendr, melankan 
juga masalah masyarakat sebaga salah 
satu pemangku kepentngan domnan pada 
bank yang memerlukan performa bank 
yang terbak dalam rangka melndung 
kepentngan mereka secara adl. Sekalpun 
ketentuan PBI tdak mensyaratkan SIH-P 
sebaga komponen akuntabltas perusahaan, 
namun dalam rangka pengamblan keputusan 
yang akurat, sstem demkan tu merupakan 
komponen akuntabltas yang tdak dapat 
dtadakan. Sfat incidental dar masalah 
atau sengketa juga merupakan pertmbangan 
lan yang menngkatkan urgens SIH-P 
pada setap perusahaan perbankan. Alasan 
lannya adalah efek nternal dan eksternal 
akuntabilitas perusahaan, yaitu efisiensi 
yang enngkatkan keuntungan dan performa 
perusahaan yang menngkatkan kepercayaan 
masyarakat dan lebh jauh daya sang dan 
keberlanjutan daya hdup perusahaan.
 SIH-P merupakan komponen vtal 
proses pengamblan keputusan perusahaan 
(company decision making process), 
terutama pengamblan keputusan yang 
cepat dan tepat (quck and accurate) dalam 
menghaslkan keputusan yang responsve 
terhadap perkembangan kebutuhan nternal 
dan eksternal perusahaan. Proses penetapan 
keputusan yang cepat merupakan bagan 
dar tamplan perusahaan yang berhubungan 
erat dengan daya sang perusahaan dengan 
perusahaan sejens lannya. Kelambanan 
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proses pengamblan keputusan merupakan 
sebab utama yang mengakbatkan 
ketertnggalan perusahaan atau menurunnya 
daya sang perusahaan atau ketdaktepatan 
keputusan merupakan sumber masalah yang 
berhubungan dengan pemborosan waktu 
dan baya yang berhubungan erat dengan 
penghaslan atau keuntungan perusahaan. 
Keputusan yang tdak tepat merupakan 
sumber masalah dan masalah merupakan 
sumber pemborosan yang mempengaruh 
efisiensi dan akhirnya penghasilan dan 
keuntungan perusahaan. Karena tu, SIH-
P merupakan komponen vtal perusahaan 
yang menentukan tamplan dan daya 
sang perusahaan. Untuk keperluan tu, 
SIH- P merupakan komponen perusahaan 
yang seharusnya dtata bersamaan dengan 
penataan organsas perusahaan dan alur 
proses keputusan perusahaan.
 SIH-P merupakan jabaran vs, 
ms, tata nla, lngkup, tujuan dan strateg 
bsns perusahaan. Tantangan terberat 
dalam mengmplementaskan GCG yakn 
merumuskan dan mengkomunkaskan 
vs, ms, tata nla, serta lngkup, tujuan 
dan strateg bsns perusahaan. Menejemen 
perusahaan hendaknya merumuskan tahapan 
mplementas, tata nla, etka bsns, budaya 
dan tujuan akhr perusahaan yang akan 
dcapa melalu dedkas dan keyaknan 
terhadap manfaat penerapan GCG. Dalam 
operasonal perusahaan, nla perusahaan 
serta keuntungan yang dhaslkan tercermn 
dalam laporan keuangan dan merupakan 
ndkator bahwa apa yang telah dlakukan 
perusahaan telah sejalan dengan strateg 
bsns dan target pencapaan yang dsepakat. 
Namun dsadar bahwa angka saja tdak cukup 
untuk mencermnkan konds perusahaan 
yang sebenarnya. Pada akhrnya, kesuksesan 
perusahaan justru dukur dar dukungan 
penuh dar semua organ perusahaan beserta 
stakeholders, serta SIH-P yang memada, 
karena seluruh tamplan sstem dan strategs 
perusahaan senantasa dukur dar sstem 
pengamblan keputusan dan haslnya yang 
memada.
 Bagan terpentng dan merupakan 
soft part d perusahaan adalah tata nla 
perusahaan yang pada perusahaan-
perusahaan besar (corporaton) djabarkan 
d dalam sstem pengamblan keputusan 
perusahaan. Dperlukan rumusan atas 
perlaku yang dapat dterma oleh semua 
nsan perusahaan sebaga faktor utama 
semua aspek dperusahaan, bagan yang lan 
yang tak kalah pentng adalah akuntabltas, 
dperlukan sanks yang tegas pada ndvdu 
yang melanggar pedoman perlaku 
perusahaan agar menjad contoh bag yang 
lan bahwa hal tu tdak dapat dtolerans 
oleh perusahaan. D balk semua tu, belum 
banyak perusahaan menyadar bahwa sstem 
pengamblan keputusan yang tertata dengan 
bak merupakan kunc yang menentukan 
hasl akhr knerja perusahaan. 
GCG tdak hanya sekedar sstem dan 
tata nla, namun mencakup pola hubungan 
antara manajemen puncak sampa kepada 
pegawa palng bawah maupun para 
pemangku kepentngan yang berujung pada 
konsumen dmana GCG dkomunkaskan 
dengan efektf dan dpaham oleh semua 
phak. Dalam pengelolaan perusahaan 
kesuksesan bukan semata-mata hanya 
mengejar keuntungan. Pengelolaan bsns 
perusahaan yang dlandas oleh prnsp 
GCG selalu memlk ndkator kesuksesan 
yang dturunkan dar vs, ms, tata nla dan 
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rencana strategs perusahaan jangka panjang 
yang salah satu bentuknya harus dwujudkan 
dalam sstem atau alur proses pengamblan 
keputusan yang cepat dan tepat. 
2.2. Model Sistem Informasi Hukum 
Perusahaan Yang Digunakan Oleh 
Bank Dalam Mewujudkan Azas 
Akuntabilitas Sebagai Salah Satu 
Azas Good Corporate Governance 
(GCG) 
SIH diklasifikasi atas 3 (tiga) jenis, 
yatu: (a) SIH-P departemental atau sektoral; 
(b) SIH-P terntegras; dan (c) sstem 
campuran.
 SIH-P sektoral adalah SIH-P yang 
dbangun berdasarkan jens kegatan 
perusahaan dan dbangunan pada setap 
departemen yang mengelola urusan 
perusahaan tertentu. Jka d dalam suatu 
perusahaan terdapat 5 (lma) departemen, 
maka pada perusahaan tersebut dbangun 
5 (lma) sektor SIH-P. SIH-P terntegras 
adalah SIH-P yang bersfat terpusat. Seluruh 
SIH-P untuk seluruh departemen d dalam 
perusahaan tu dkelola oleh satu departemen 
yang secara khusus mengelola sstem tersebut. 
SIH campuran adalah SIH yang dbangun 
berdasarkan urusan yang dkelola oleh setap 
departemen, tetap d dalam perusahaan tu 
juga dbangunan suatu departemen khusus 
yang mengntegras seluruh sstem nformas 
dar setap departemen. 
Setap departemen dsampng 
bertugas mengembangkan dan mengelola 
sstem nformas hukumnya sendr juga 
bertugas menyedakan atau pelaporkan 
data hukum dar departemennya kepada 
departemen yang mengelola urusan sstem 
sstem nformas hukum. Departemen yang 
bertugas mengelola urusan nformas hukum 
bertugas mengntegraskan data hukum 
yang dsajkan oleh setap departemen ke 
dalam SIH-P yang terntegras. Pada model 
campuran, taggungjawab penympanan dan 
pemelharaan keamanan data yang dsmpat, 
demkan juga penyajannya ddstrbuskan 
secara bermbang pada setap departemen 
dan departemen yang secara khusus 
mengelola urusan pengelolaan nformas 
hukum perusahaan. Peraturan perusahaan 
umumnya menentukan alokas urusan, tugas, 
kewenangan dan tanggungjawab masng-
masng departemen dalam soal tu.
Dss lan kata sstem dalam 
hubungannya dengan sstem kearspan 
basanya menunjukkan metode penyusunan 
atau metode klasifikasi (penggolongan), 
tetap dapat juga berart macam perlengkapan 
yang dpergunakan, organsas penyusun 
tenaga kerja, dan metode-metode yang 
dpergunakan apabla memnjam dan 
mengembalkan surat.19 Arsp mempunya 
peranan pentng dalam proses penyajan 
nformas bag pmpnan untuk membuat 
keputusan dan merumuskan kebjakan, oleh 
sebab tu untuk dapat menyajkan nformas 
yang lengkap, cepat dan benar haruslah ada 
sstem dan prosedur kerja yang bak d bdang 
kearspan sebaga bukt akuntabltas knerja 
nstans pemerntah maupun swasta.20
Pada Pasal 29 Undang-Undang 
Kearspan menyebutkan bahwaunt 
kearspan pada pencpta arsp dan lembaga 
kearspan sebagamana dmaksud dalam 
19 Moekjat, 2008, Administrasi Perkiantoran, CV. 
Mandar Maju, Bandung, hlm.118.
20 Thomas Wyasa, 2003, Tugas Sekretaris dalam 
Mengelola Surat dan Arsip Dinamis, Cet.1, Pradnya 
Paramta, Jakarta, hlm.192.  
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Pasal 16 ayat (2) harus dpmpn oleh 
sumber daya manusa yang profesonal dan 
memlk kompetens yang dperoleh melalu 
penddkan formal dan/atau penddkan dan 
pelathan kearspan. Dalam hal pengelolaan 
SIH-P pada perusahaan perbankan sangat 
dbutuhkan tenaga profesonal yang 
memenh syarat sebaga seorang arspars 
yang dmana tenaga ahl tersebut harus 
mengert tentang hukum dan/atau mengert 
tentang produk hukum perusahaan yang 
dmlk perusahaan. 
Bentuk SIH-P yang dgunakan oleh 
Bank BPD Bal saat n dalam bentuk 
Perundang-undangan, PBI dan Keputusan 
Dreks. Untuk kedepannya, Bank BPD 
Bal sangat memerlukan SIH-P yang 
terstruktur, terorgansas dan lengkap dalam 
rangka penerapan GCG yang dharapkan 
bsa menngkatkan daya sang perusahaan. 
Sedangkan pada BPR Kertawan belum 
memlk bentuk SIH-P yang dgunakan dalam 
pengamblan keputusan, dan tdak memlk 
model SIH-P dalam rangka memenuh 
kebutuhan pengamblan keputusan yang 
cepat. Pada Bank BNI pedoman pengamblan 
keputusan dengan mengacu pada Pedoman 
Perusahaan Onlne atau EPP (elektronk 
pedoman perusashaan), maka dengan adanya 
SIH-P yang terstruktur dan lengkap sangat 
dperlukan dalam pengamblan keputusan 
agar keputusan yang dambl lebh cepat dan 
akurat.
 SIH-P pada perusahaan perbankan 
d Bal dlaksanakan dengan berbaga cara. 
Bentuk pelaksanaan n setdaknya dapat 
dikualifikasikan atas dua bentuk, yaitu 
Manual dan Sstem komputer sederhana.
 Sstem manual adalah sstem yang 
tersusun secara manual dengan menggunakan 
model pengarspan manual. Sstem 
komputer sederhana adalah SIH-P yang 
dsusun dengan menggunakan perlengkapan 
komputer sebaga peralatan, namun belum 
menggunakan model sstem tertentu. Kedua 
sstem n pada dasarnya tdak jauh berbeda 
dar seg sstem perekaman dan sstem 
penyajan nformas. Perbedaannya hanya 
terletak dar seg peralatan yang dgunakan. 
Bentuk SIH-P yang dgunakan oleh 
Bank BPD Bal saat n dalam bentuk 
Perundang-undangan, PBI dan Keputusan 
Dreks. Untuk kedepannya, Bank BPD 
Bal sangat memerlukan SIH-P yang 
terstruktur, terorgansas dan lengkap dalam 
rangka penerapan GCG yang dharapkan 
bsa menngkatkan daya sang perusahaan. 
Sedangkan pada BPR Kertawan belum 
memlk bentuk SIH-P yang dgunakan 
dalam pengamblan keputusan, dan tdak 
memlk model SIH-P dalam rangka 
memenuh kebutuhan pengamblan 
keputusan yang cepat. Pada Bank BNI 46 
pedoman pengamblan keputusan dengan 
mengacu pada Pedoman Perusahaan Onlne 
atau EPP   (elektronk pedoman perusashaan), 
maka dengan adanya SIH-P yang terstruktur 
dan lengkap sangat dperlukan dalam 
pengamblan keputusan agar keputusan yang 
dambl lebh cepat dan akurat. 
Dar data lapangan yang dtemukan 
model pelaksanaan SIH-P pada umumnya 
hanya sebatas kepemlkan standar 
operasonal prosedur (SOP) dan merujuk pada 
undang-undang terkat   pelaksaaan GCG 
dalam penyelenggaraan sstem nformas 
pada perusahaan perbankan yang ada. 
Mash kurangnya tenaga profesonal yeng 
memenuh syarat sebaga seorang arspars 
yang dapat mengelola SIH pada perusahaan 
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perbankan yang berakbat tdak dmlknya 
SIH- P dalam menunjang performance 
perusahaan dalam penyelenggaraan GCG. 
Penyelenggaraan GCG dapat dkatakan 
sebaga suatu penlaan yang obyektf dalam 
menla suatu perusahaan perbankan telah 
memlk SIH-P  yang terntergas menunjang 
pengamblan keputusan perusahaan agar 
cepat, tepat, dan akurat dengan tujuan 
penngkatan corporate value. 
Model SIH-P yang deal bag 
perusahaan perbankan yakn model SIH 
yang berbass komputersas sederhana 
yang dkelola seorang yang arspars yang 
berpenddkan mnmal strata satu (S1) 
lmu hukum yang mengert tentang produk 
hukum perusahaan yang dmlk perusahaan 
perbankan tersebut. Dengan adanya 
model SIH-P yang berbass komputersas 
sederhana dharapkan dapat membantudalam 
pengamblan keputusan yang cepat, tepat, 
dan akurat sebaga bentuk mplementas 
GCG pada perusahaan perbankan. Dengan 
SIH-P yang berbass komputersas yang 
nantnya dapat dakses oleh stakeholders 
dalam rangka penyelenggaraan perusahaan 
yang akuntabel dan berdaya sang tngg. 
Sedangkan Model SIH-P yang 
ada pada saat n Bank BPD Bal dalam 
bentuk Surat Edaran Bank Indonesa dan 
bentuk Keputusan Dreks. Model SIH-
P yang dharapkan oleh Bank BPD Bal 
yakn yang bas dakses oleh setap kantor 
operasonal yang ada d Bank BPD Bal 
sehngga nantnya dengan mudah dapat 
dpaham dan dlaksanakan d semua ln 
operasnal. Sedangkan pada BPR Kertawan 
berpendapat belum memerlukan adanya 
SIH-P dalam rangka proses pengamblan 
keputusan yang cepat dan akurat, dan tdak 
memlk model untuk SIH-P dalam rangka 
pelaksanakan GCG. Model SIH-P yang 
telah dmlk oleh Bank BNI 46 dalam 
rangka pengamblan keputusan yang cepat 
dan akurat telah memenuh dan telah sesua 
dengan kebutuhan perusahaan. Sedangkan 
model SIH- P yang dperlukan yakn sstem 
yang memuat kumpulan peraturan yang 
sejalan dengan perkembangan bsns lengkap 
dengan mtgas reskonya. Dar data yang 
dperoleh dlapangan menunjukkan bahwa 
belum adanya model SIH-P yang deal 
dmlk oleh perusahaan perbankan dbal. 
Mash sedkt yang mengetahu bahwa 
pentngnya SIH yang dmlk tersebut sangat 
mempengaruh daya sang perusahaan dalam 
rangka penyelenggaraan GCG. adanya SIH-
P yang deal nantnya dapat membantu organ 
perusahaan dalam mengambl keputusan 
tanpa mengurang resko kedepannya yang 
dapat mempengaruh ctra perusahaan.
III.  Simpulan dan Saran
3.1  Simpulan
Berdasarkan uraan- uraan tersebut d 
atas dapat dtark kesmpulan sebaga 
berkut:
1. Perusahaan perbankan d Bal 
belum seluruhnya memlk SIH-
P dalam rangka pelaksanaan azas 
akuntabltas sebaga salah satu azas 
GCG. Perlunya perusahaan perbankan 
untuk memlk SIH-P bertujuan 
membantu organ perusahaan dalam 
pengamblan keputusan. SIH-P 
merupakan komponen vtal proses 
pengamblan keputusan perusahaan 
(company decision making process), 
terutama pengamblan keputusan yang 
cepat dan tepat (quick and accurate) 
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dalam menghaslkan keputusan yang 
responsve terhadap perkembangan 
kebutuhan nternal dan eksternal 
perusahaan. Untuk keperluan tu, SIH-
P merupakan komponen perusahaan 
yang seharusnya dtata bersamaan 
dengan penataan organsas perusahaan 
dan alur proses keputusan perusahaan. 
Kekosongan SIH perbankan dapat 
bermplkas terhadap penyelenggaraan 
sstem pengelolaan perusahaan, sstem 
pengamblan keputusan, dan sstem 
penyelenggaraan usaha perusahaan.
2. Model SIH-P yang dgunakan oleh 
Bank dalam mewujudkan azas 
akuntabltas yakn sebatas kepemlkan 
standar operasonal prosedur (SOP) 
dan merujuk pada undang-undang 
terkat pelaksaaan GCG dalam 
penyelenggaraan sstem nformas 
pada perusahaan perbankan yang ada. 
Mash kurangnya tenaga profesonal 
yeng memenuh syarat sebaga seorang 
arspars yang dapat mengelola SIH 
pada perusahaan perbankan yang 
berakbat tdak dmlknya SIH-
P dalam menunjang performance 
perusahaan dalam penyelenggaraan 
GCG Mash sedkt yang mengetahu 
bahwa pentngnya SIH yang dmlk 
tersebut sangat mempengaruh daya 
sang perusahaan dalam rangka 
penyelenggaraan GCG. Adanya SIH-
P yang deal nantnya dapat membantu 
organ perusahaan dalam mengambl 
keputusan tanpa mengurang resko 
kedepannya yang dapat mempengaruh 
ctra perusahaan. 
3.2.  Saran 
1. Dharapkan kedepannya agar 
pemerntah khususnya Bank Indonesa 
membuat regulas yang tegas 
mengatur tentang standarsas model 
kepemlkan SIH-P pada perusahaan 
perbankan agar tdak ada ketmpangan 
antara penyelenggaraan GCG dengan 
aturan yang mengatur ddalamnya. 
SIH-P sangat membantu para pelaku 
usaha perbankan khususnya untuk 
menla knerja pelaksanaan GCG 
pada perusahaan agar ctra perusahaan 
dapat dtngkatkan kearah yang lebh 
bak. 
2. Dengan tercptanya SIH-P 
dharapkan pelaku usaha perbankan 
melaksanakannya dengan bak dan 
mencetak profesonal muda yang 
memlk latar belakang penddkan 
sebaga seorang sarjana hukum untuk 
dapat mengelola SIH-P tersebut agar 
dapat berjalan dengan bak.
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